DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

KLASITFTKAS] INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

KEPALA DINAS KOMUNIKAS], INFORMATIKA. DAN STATISTIK
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang © & bahwg berdassrkan ketentuan Pasal 23 ayal (1) huraf b
Peratitran Gubernur DEI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016
tlentang  Layanan  Informasi  Publik,  menetapkan
Jmenentukan suatu informasi publik dapat diakses puhbtik
atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

B bahwi berdasiarkan hasil yji konsekuensi yang ditnangkan
dalam Lembar Pengujian Konstkuens Nomor
J059/HM. 1002 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023,
Keputusan Kepala Dinos Dinas Kemunilasi, Informutika,
Den Statistik Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakaita
Nomor 32 Tahun 2022 Tentdng Perubahan Atas Kepurusan
Kepaln Dinas Diras Kemtnikasi, Inforiintika, Dan Statistilke
Provins: Doerah Khusos Thikota Jakarta tentung Klnsifikasi
Informasi Yoang Dikecualikan Provinsi Dasiah Khisus
Ibukota Jakarta periu di ubah;

¢ behwa bordasarkan pertimbangun scbspaimana dimaksid
pada hurdf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepaia
Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Stalistlk tentang
Klasifikasi Informasi vang Dikecualikan Pemetintah Provirisi
Pasrah Khusus Ibukota Jukarts tahun 2024

Mengingat

Y

Undang-Undang Nemer 29 Tshun 2007 lentang
Pemeriniehan Provinsi Dacrah Khusus [bukota Jakirta
sebagni Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
{Lembaran Nepsre Republik Indenesia Tabun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
4744y,

2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 ECR LI
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesiv Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tenmang

Pemerintahen Daerah (Lembarsn Negara Republik Indoncsin

Tahutt 2014 Nomor 244, Tambuhan Lembaran Negars

Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimuna telsh




Menetapkan

KESATU

-
L]

beberapa kali diubah terakhir denpan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Penpeanti Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  (Lemburan
Negara  Republik Tadonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negirs Republik Indonesic Nomor
6356);

4. Undang-Undang Nomar 30 Talun 2014 tertang Administrasi
Pemenntalisn (Lembaran Negara Republike Indonesia Talun
4014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberanh kali
diubah temkhic dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentzng Penetapan Peraturen Pemerintah Penpgunti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembuaran
Negara Republik indonesin Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah MNomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomar 14 Tahun 2008
lentang Keterbukaan Informssi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149,

. Peratirsn Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor |
Tahun 2021 wntang Standar Layanan Informasi Publik
(Berite Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74 1;

7. Permturan Daeralh Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunon Perangkat Daerall Provinsi
Daerah Khusus Thukota Jdakortn (Lembaran Daerah Provinsi
Daersh Khusus [Bukota Jakarta Tohun 2016 Moemor 201,
Tambahan Lembaran Dacrah Provingi Daeralh Khusus
lbukota Jakarta Nomor 20053) schagaimana telah diulsh
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahiin 2019 tenlung
Perubshan afas Peraturan Doerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunnn  Peranpkal Daerah
Provinst Daerah Khusus Thukota Jakarta [Lembaran Dacrah
Provinsi Daermh Khusus Ibukota Jakaria Tahun 2019 Nogior
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daersh Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2007);

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus fbukota Jakarta Tahun 2016 Nemor
12117)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN
STATISTIE PROVINS! DAERAH KHUSUS TBUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

Menctapkan Klasifikast Informasi vang Dikecuslikan Pemerintzh
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluguiiians tereannim
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidok werpisitikan dari
Kepurusin Kepaln Dinas Komunikasi, Informatika, dun Statistik
jagt s



KEDUA ¢ Klusilikasi Informasi yang Dikecualikan schagaimana dimaksud
dalam Dikium KESATU menjadi acuan bagl setiap Peranglkat
Dacrali dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintaly Provinsi Doerall Khusus [bukota Jalarta dalam
pengeloiaan dan pelayanan Informasi Publik

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunilessi, Informatika, dan
Statistik ini muylai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistk Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubshiun Atas Keputusan Kepala Dinas Dinas Kornuaikesi,
Informutiks, Dan Statstk Provinsi Dacrah Khusus |bulcta
Jakarta tentang Klasifilkasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakara, dicabut dan dinvatakan tidak
beriaku

KEEEMPAT : Keputusan Kepaln Dinas Komunikasi, Tnformatiks, Don Statistik
Ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di Jabksaros
pade tangeal 30 Janush 2024

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IHUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN
DOKUMENTAS] PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Xt
A BIGIT WIATMOKO

NIP197408301993111001

Tembusan:
L. Selreldris Dacral Provins] DK Jakaria

2. Para Kepgla Perangkat Dasrah/ Unit Kerja Peranglat Daerah Provinsi DKI
Jakaria




Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Dan Statistik Provinsi Dacrah Khusus Thbukota Jakarta

Nomor

. 18 Tahun 2024

Tangeal : 30 Januari 2024

KLASIFIKASH INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

Informasi Pribadi

| Melindungi data dan

Terbukz apabila

1 | Data Pribadi Masyarakat . Pasal 85 Undang-Undanp Dapat menimbulkan
pada Dokumen Administrasi Nomuor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | inlormasi pribadi mendapat
din database sislem tentung Administrasi informas pribadi penduduk, persetujuan tertulis
mformasi yang meliputi: NIK, gfﬁllfﬂuﬂ; 5 1 Eﬂﬂﬂfﬂrﬁﬁﬁ I.ﬁl:':jﬂljlulk dari yang
Alamat, Sidik Jari, Iris Mats; s 1 Undang- | b, Dapal men an = .
Tanda Tangan, Rwayat dan | Undans Nomor 14 Tahun | gugatan dari pemill e
Kondisi Angeots K ﬂ{!m‘gﬂ 2008 rentang data pribadi yang
. ! Reterbukaan Informasi bersangkutan.
Riwaval Kesehatan {rekam . g
: : _ Puhlik; dan
medls), Rekening Bank, Ascl, | dang. Undang Nomar
Pnnd&p{ttnn. Hasil evaluasi 19 Tahun 2016 tentang
Kapabilitas, Intelektualitas Perubahan atas Undang-
dan Rekamendasi Undang Nomor 11 Tahun
Kemampuan, Catatan vang 2008 tentang Informasi
berlmitan dengan pendidilen dan Transaksi Elektronik.
formal maupun pencidikan
nonformal.
2 | Data Pribadi Pegawat dalam Pasal 85 Undang-Undang  |a. Dapat menimbulkan | Melindungi data dan Terbuka apabila
dobumen administrusi dan Nonior 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
database sistem infarmasi tentang Adtninistrasi infarmasi pribadi pegawal, persetujuan feriulis




DASAR HUKUM :
INFO _ KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK JANGEA W
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
vang meliputi: NIK, Alamat, Kependudulkan; seseorang; dan dar] yang
Sidik Jari, Iris Mata. Tands  |b. Pasal 17 hurul h Undang- |b. Dapat menimbulkan bersangkutan,
Tengan, Riwavat dan Kondisi Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik
Anggols Keluarga, Riwayai 2008 tentang Keterbukaan data pribadi yang
Kesehatan (rekam medis), Informas: Publik; dan bersangleutan.
Rekering Bank, Aset, £ Undang:Usear Namor
Pendapatan, Hasil evaluasi Ll “Eﬂ?ﬂ"fﬂ_
Kapabililas, lnlr:h_:ktumltﬂﬁ Undang Nomor 11 Tahun
dan-Relcomendnst 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Catatan yang dien Transaksi Elektronilc.
herkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nﬂ"fnmml. = = P an - s = - — — - e r—
3 | Data Pribadi Atiggota Direks: |4 Pasal B5 Undang-Undeng |a Dapat menimbullkan | Melindungi data dan Terbukia apabila

dan Anggota Badan Nomor 23 Tahun 2008 penyalahgunaan data | informasi pribudi mendapuat
Pengawas/ Dewan Komisaris tentang Administrasi informasi pribadi pegaAwai, persetujuan tertulis
BUMD/ Perusahaan Kependudukan; sescorang; dan dari yang
Patungan dalam Dokumen b. Pasal 17 hurufl h Undeng- | b Dapat menimbulkan bersangkutan,

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang:
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elekironik.

gugatan dar| pemiiii
data pribadi yang
bersangkutan.

Adminisirasi dan databmse
sistem informas: yang
Meliputi: NTK, Alamat, Sidik
Jari, 1ris Mata, Tanda
Tangan, Riwayat dan Kondisi
| Anggota Keluarga, Riwayat
Kesehatan (rekam medis),
Rekening Bank, Asel,
Kapabilites, Intelektualitas




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

RO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAETU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
dan Rekomendast
Kemampuan, Catatan yang
berkailan dengan pendidikan
fermal maupun pendidikan
nonformal.

4 | Datn Pribadi Angegota Devan |d. Pasal 85 Undang-Undang |c. Dapat mhenimbuilkan Melindungi data dan Terbuka apabila
Perwakilan Riakvat Dacrah Nomer 23 Tahun 2006 penyalahpunasn data | informasi pribadl mendapat
dalam Dokumen Administrasi tentang Administrasi Informasi pribadi peraeiujuen teriulis
dnn database sistem Kependuduksn; sestarang, dan dari vang
informasi yang Meliputi: NIK, e, Pasal 17 hurul h Undang- |(d .D&pﬂt IJfI.E'I'IJJ:I!hLIH'I:.ﬂ_n bcm_ang}:umn.
Tanda Tanssn, Riwayat dsn 2008 tentang . data pribadi vang

- b Keterbukaan Informasi bersangkutan.
.H-l'l!ldiﬁl Angpota Keluarga, Puhlik: dan
Rif_.\'a].-at Rcﬂr:i'fatnn (rekam f. Undang-Undang Nomor
medis), Rekening Banlk, Aset, 19 Tahun 2016 tentang
Pendapatan, Hasil evaluasi Perubahan ates Undang:
Hapabilitas, Intelektualitss Undang Nomor 11 Tahun
dan Rekomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Catatan yang dan Transaksi Elektronik.
berkuitan dengan pendidikan
(ormal maupun pendidikan
nonformal.

5 | Laporan Hasil Assesment Pasal 17 huruf h Undang- ‘#. Dapat membuksa |'M_i:1_i;1:iungi dale dan Terbuka apabila ada
Pezawui, Hasil Konseling Undang Nomeor 14 Tahun informasi pribadi mnformasi pribaci perintah pengachian/
Fegawa, Hasil Feodbacik 2008 teniang Keterbuknan sessorang, dan | PrREEIWE], lembaga

h‘. E‘ﬂmtmtﬁ[mbﬂfhn Fﬂmgrin“.hﬂn SCORES

Pegawai (hasil psikotes; hasil
tes CAT, larmulir wawancsra,

Informasi Publik.

penyalahgunaan data
informasi pribadi

tertulis.

hnsil tes 'simulnsi!__pEi! i




HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
ascsor meeting, laporan SCSCOTANG.
singkat assesment, laporan
lengkap assessment, laporen
konseling, laporan feedback),

f | Nama Pengguna Kendaraan Pasal 17 hurufl ¢ Undang- Dapat membahayakan Melindunpgi keamanan Terbuka apabils ada
pada Daftar Kendarnan Dings | Undang Nomor 14 Tahun keamanan Pejubat Penjubat Pemerintahan, | perintah pengedilan)
Operasional, 2008 tentang Keterbukaan | Femerinmhan. lembaga

Informas Publik. pemerintahan secara
tertilis.

7 | Surat Keterangan d. Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat menimbulkaen Melindungi data dan Terbuke apabila
Pemberhentian Penghasilan Undang Nomor 14 Tahun | penyalahgunaan data informasi pribadi. mendapat
[SKPP), 2008 tentang informas: pritadi persetujuat tertilis

Kererbukaan informasi SEECOTANE, dari vang

Publik; dan bersangkutan
e. Pasal |7 huruf i Undang- ' '

Undang Nomeor 14 Tahun

2008 tentang

Keterbukaan Informasi

Publile

8 | Dokumen Hasil Tes #. Pasal 17 hurulh Undang- |¢. Dapat membuka a. Melindung data dan | Terbuka apabila
Peminatan dan Motivasi Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
pengangkatan dalam Jabatan Keterbukaan Inlormasi (. Dapat mengungkap | b, Mengamankaen proses | qar vang
Fungsional. Publik; hasil evaluasi/selelsi penyusunan hersanpkutan.

b. Undang-Undang Nomaer 5 terkalt denran | kebijakan dalam
Tahun 2014 tentang kapabilitas, ranghka porses usulan
Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan | pengangkatan dalam

¢. Peronturan Pemerintah relomendasi labaten Fungsional

Nomar 17 Tahun 2020

o — e_m

T B S a L —

Memenpuan !




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP

tentang Perubahan atas seseorang dalam
Peraturan Pemerintah rangka proses usulan
Nomor 11 Tahun 2017 pengangkatan dalam
tentang Manajemen Jabatan Fungsional.
Pegawni Neger] Sipil; dan

. Peraturan Menteri
Pendavagunaan Aparatlr
Negara dan Reflormasi
Birckrasi Nomor 13
Talun 2019 wentang
Pengusuian, Penetapan,
dan Fembinaan Jabatan
Fungsiondl Pegawai

| NegoriSipl ) | I I |
9 | Nilai hasil ujian Pevesuaian . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila
ljazal [Peningkatan lindang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapal
Pendidikan dan Ujian Dinas, 2008 tentang sescerang: dan pegawal; dan persetufuan tertulis

Reterbtrukaan Informaes: b. Dapat mengungkap b Mengamankan proses | dar vang
Publik; hasil evaluasi/ seleksi penyusunan bersangkutan.

. Undang-Undang Nemor 5 terkait dengan kebijakan. '
Tahun 2014 tentang kapabilitas;
Aperatur Sipil Negara; intelektunlitas, dan
dan rekomendagl

. Peraturan Pemerintah kemampuan
Nomor 17 Tahun 2020 SCECOTANE-

tentang Perubahan atas
Peraturan Pemenntah
Nomor || Tabun 2017
tentang Manajemen
Pegawsai Negeri Sipil.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PERGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
10 | Dolumen pelaksanaan Uji a. Pasal 17 hurul h Undang- (a, Dapat mempengaruhi | a. Menjaga objeltifitas a. Terbuka Sampai
kompetensi untuk esclon 2, Undang Nomor 14 Tahun keputusan yang pengambilan Surat Keputusan
terdiri dari: 2008 tentang diambil oleh keputusan oleh Pelantikan
1) Surat undangan tim Reterbukazn Informasi pimpinan/ pejabat pimpinan/ pejabat ditetapkan; dan
Publik; terkair; terkait;

ganitin seleksi;

2] Berita Acara tim panitia
scleksi besorta
lamplrannya,

3} Nols dinas laporan hasil
uji kompetensi (fobfi
Jabatan Fimpinan Tinggi
Prataman;

4] Surat usulan/laporan ko
Komisi Aparatur Sipil
Negara oleh Gubermur,

3) Surat rekomendasi dari
Komisi Aparatur Sipil

Negara kepada Gubernur;

&) Draft SK Penganghatan,
Pemindahan, dan
Pemberhentan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

7) Undangan Pelantikan,

. Undang-Undang Ndmor 3

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Nomwor 17 Tahun 2020
tenting Perubalien otas
Peratiiran Pemerintah
Momoar 1] Takun 2017
tentang Manaiecmen
Pegawal Negeri Sipil.

L. Dapal mengunghksp
hasil evaluns: fs=leksi
terleait dengan
kapahilitas,
intelektualitas, dan
‘rekomendasi
kemainptian
sésecring; dan

¢. Dapat tnembuka
informasi pribadi
SUSCOTRNR.

b. Melindungi data dan

informasi pribadi
pegawal; dan

c. Mengamankan proses

penyusunan
kebijukin.

b Terbulka apabila
mendanat
persetujian
tertulis darl yang
bersanghkutan,




DASAR HUKUM

KONSEKUENS!/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMAEI DIBUHKA DITUTUP
11 | Bokumen Mutasi Pegawai 'a. Pasal 17 hurulh Undang- [ a. Dapat membuka g. Melindungi data dan | Terbuka apabiln
dari Luar Pemerintah Provinsi Undang Nemor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
DRI Jakarta ke Pemerintah 2008 wntang sesecrang; peRawal; perseiujuan tertulis

Provinsi DRI Jakarta, terdin

dar:

1) Suardt usula mutasi
besertd ldmpirannya;

2) Hasil Nilai Tes Psikologi
dan wawancara;

3) Hasil Nilai Tes Substantif;

4) Berita Acara rapat
penentuan hasil mutasi;

5] Burat usulan mutasi ke
BEN dan Kemendagri
beseria lampirannys;

6) Draft rencana penempatan
pegawai hasil mutasi; dan

7) Draft SK Mutasi pegawai.

Keterbukaan Informasi
Fullik;

L. Undang-Undang Nomor 5
Toalun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

¢. Peraturan Pemerintah
Normor 17 Tahun 2020
Lentutg Perubahan atus
Pernturan Permerintuly
Nomer 11 Tahtin 2017
tentarg Manajemen
Pegawail Negeri Sipil.

b. dapat mengungkap
hasil-hasi] evaluasi
schubungan dengan
kapabilitas,
intelektualitas, dan
relkomendasi
kemampuan
sescorang dan

c. Dapal menimbulkan
penvaluhigunann dota
pribadi seseorane.

b, Mengamankan proses
penyusunan
kebijakan,

Dokumen Perpindahan
Pegawai entar Perangkat
Traerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarin karena kepentingan
dinas, terdirl dari:
1] dokumen usulan dan
data-data pendukung
mutasi; dan

2] dralt SK perpindahan

4. Pasal 17 hurulh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Undang-lndang Nomor 5
Tahun 2014 lentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

c. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 ‘Talun 2020

a. Dapat membuka
informasi pribadi
SeSenrnng

b. dapat mengungkap
hasil-hasi] evaluasi
schubungan dengan
kapabilits,
infelekiualitas, dan
rekomendasi
kemampuan
seseorang; dan

a. Melindungi data dan

miormasy pribadi
pegEwai;

b. Mengamankan proses
penyusunan
kebijakan.

dan yang
bersengkutan,

Terbuka apabila
miéndapeat
persetijuan tertulis
diri yang
bersangkutan.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBURKA DITUTUP
PeRaWAI. tentang Perubahan atas | ¢, Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data
Komor 11 Tahun 2017 pribadi sescorang.
tentang Manajemen

i Pepawsi Neger Sipil,

13 | Dokumen Usulan Verifikas a. Pesal 17 homul b Undang- | 5. Dapat meminaks . Melindungi data dan | Torbuka apabiis
dan Validasi Jabatan Undarg Nomor 14 Tahun informasi pribadi informas) pribadi mendapat
Pelaksaria; terditi dari : 2008 tentang _ SESCOTRIE peRavwal; persetujuan tertulis
1) Surat Usulin beserta Keterbukaan Informasi | b, dapat mengungkap | b. Mengamankan proses |dari yang

lampirannya: Publilk; hasil-hasil evaluasi peoyusunan Lersanglulan.
2) Berita Acira Hasil Verval; b, Undang-Undang Nomor 5 sehubungan dengan kebijakan.
P Tahun 2014 tu;lalng _kﬂpill:uﬁlu:l_.
3) SK Penemipatan dalam grrhiu:r Sipil Negari; inte ::kr.uﬂm_m. dan
= 3 rekomendas:
Jabatpn Pelaksana (SK c. Peraturan Pémsrintah lkemampuan
Kepala Perangkal Dacrah). Nemor 17 Tahun 2020 seseorang; dan
rentang Perubahan ntas c. Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintiah penyalahgunaan duta
Nomor 11 Tahun 2017 pribad: seseorang.
tentang Manajemen
Pegawai Negerl Sipil.

14 | Dolkumen Usulan Evaluasi a. Pasal 17 hurul h Undeng- | &. Dapet membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila

Kinerja Pegawal Tidak Tetap Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informesi pribucdi mendapat

terdiri dari : 2008 t=ntang -SESSarATIE, pegawE; persetujuan termilis
1] Surat Evaluasi Kinerja Kelerbukaan Informasi b. dapat mengungkap b. Mengamankan proses | dgr yang

beserta lampirannya; dan Publik; hasil-hasil evaluasi CNyusunarn bersangloutan.

' : P b. Undang-Undang Nomor 5 sehubungan dengan ﬂr:hunkm. g
2] Drafl SK Porpanjangun -

Kinerja Pegawni Tidak: Tahun Eﬂl-_li tentang {l-m.pab: s,

T Aparatur Sipil Negara; ntelekiualitas, dan

Ly dan reknmentas




DASAR HUKUM

HONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
e. Pernturan Pemerintah kemampuan
Nomor 17 Tabun 2020 sesearang, dan
tentang Perubahan atas | ¢. Dapat menimbulkan
Persturan Pemerintah penvalahgunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi sescorang.
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

15 | Dokumen Usulan Formasi a. Pazal 17 hurul k Undang- | Dupat membuka Mengamenkan proses Terbuka apabilz ada
Kebutuhan Aparatur Sipil Undang Nomor 14 Tahun | informasi penelapan kehiljakan pengsdaan perintal pengadilan)
Negars [ Pegawai Negeri Sipil 2008 t=ntang kebutuhean formasi yang | Calon Aparatur Sipil lembaga
dan Pegawai Pemerintah Eﬂgﬁ‘“ﬁ““ Informasi :i":tetapkan oleh Negara. pemenintahan secara

T . Pukblik; ementerian tertuli
fﬁiﬂ;ﬁ;ﬂ _!mn Kerjal b. Undang-Undang Nomor 5 | Pendayapunaan Aparatur 3
'” S Uatilic P Tehun 2014 wentang Negara dan Relformasi
T J&ﬁmmr Sipil Negary, Birokrasi.
2) Surat Penctapan Formasi | . poraniran Pemerintah
dari Kemenpan; dan Nomor 17 Tahun 2020
3| Draft SK Penetapan tentang Perubahan atas
Formasi. Peraturarn Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
rentang Manajemen
| PepawaiNegem®&pi. . |l R
1& Dokumen data pribadi Celon |a. Pasal 17 huruf h Undang- | . Dapat membuka data | Melindungi data dan a. 30 ({tige puluh)
Undang Nomor 14 Tahun / informasi pribadi informasi pribad. taliun,

Apatelur Sipil Negara, terdir

dari ¢

1] Datm Adminislras;
Pelamar; dan

2} Berkas Pelémar Calon
Aparatur Sipil Negara,

2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Pulilile;

b. Undang-Undang Nomor 5
Tehun 2014 tentang

sesearang: dan

. Dapat memimbalken
penvalahgunaan data
pribadi sescorang.

b Terbuka apabila
ada perintah
penpadilan
Jlembaga

pemenntahan




DABAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFOEMAEI DIBUEA DITUTUP
Aparatur Sipil Negara; secara tertulis; dan
dan _ . Terbuka zpabila
. Peraturan Pemerintah mendapat
Nomuor 17 Tehun 2020 persetujuan
tentang Perubahan atas tertulls dari vang
Nemor 11 Tahun 2017 '
tentang Manajemon
Pegawal Neper Sipilo
17 | Dokumen Penetapan dan a. Pasal 17 hurul h Undang- | a. Dapat membuka date | 0. Melindungi dats den . 30 (tign pniluh)
penganghkatan sebagai Calon Undang Nomor 14 Tahun { Infarmasi pribadi informasi pribadi; dan tahun,
Aparatur Sipil Negara dan 2008 tentang SESCOrang, . Meaghindari adanya . Terbuka apahbila
Penetapan pengangkatan Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan oknum yang akan ada perintah
Calon Megawal Negori Sipil Publik, penyalahgunaan data | menyalahgunakan pengadilan
meniadi' Pegawai Negers Sipil, | Undang-Undang Nomor 5 pribadi seseorang; Sural Keputisan Jlembaga
s et : Tahun 2014 1entang dan (penetpan). :
terdiri dari : pertierintahong

1} Usulan penetapan Nomor
Induk Pegawai / Nomor
Induk Pegawai Pemenintah
dengan Perjanjian Kerjo;

2} Perjanjian Kerja Pegawsi
Femerintah dengan
Fetrjarjian Kerga ;

d) Penetnpity pengangkatan
schagal Calon Pegawal
Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negerd Sipll ; dan

4) Keputusan penganghksatian
sebagal Calon Pegawsl

Aparatur Sipll Negiara,
dan

. Peraturan Pemetintaly

Nomor 17 Tahiun 2020
tenlang Perubaben atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 1] Tahun 2017
tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil.

. Dapal meriimbulkarn
penvalabgunaan
Surat Keputusan

[penetapan) yang
melanggar peraturan

perundang-undangan.

dpenrs termalis,




DASAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI] PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negeri Sipil.

18 | Dokumen usulan Penerbitan | a. Pasal 17 huraf h Undang- [a. Dapat membuka da | Melindungi data dan a. 30 (tiga puluhj
Kart Pepawai/ Karta Istrif Undang Nomor 14 Tahun }informast pribadi informas! pribudi. tahung
Kart Suami beserta iﬂﬂﬂgﬂﬁ:"ﬂl . : Eﬂﬁﬂﬂmnﬁi — b. Terbuka apabila

Keterbukaan Informasi . Dapat menimbullkan adn merintih
MEPRNETY. Bublik; Benvalahgusisan dat et adlla
b. Undang-Undarg Nomor 5 pribadi seseorang /lembaga
Tahun 2014 tentang :
Ao tntie Sotl Mo pemerintalan
P: PRGNS secara tertulis; dan
¢. Pergturan Pemerintah ¢, Terbuka apabila
Nomor 17 Tahun 2020 mendapat
tentang Perubahan atas persefjuan
Peraturan Pemerintah tertulis dari yvang
Nomer L1 Tahun 2017 bersanglutan.
tentuiig Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
19 | Dekumen Izin Perceralan a. Pasal 17 hurul h Undang- | a. Dapat menghambat & Melindungl proses & Terbuka apabila |
Aparatur Sipil Negara, terdiri Undang Nomer 14 Tahun proses pencgalan penegakan ada pariniah
dari 2008 tentang hukum; dan hukurn;dan pengadilan
1} Surat Usulan atau Keterbuksan Irformasi b. Dapat mengungkap b. Melindungi data dan /embega
Perigantar dari Persngiat Pulilik; rahasia pribadi informasi pribadi. pemerintzhan
Daarah; b. E;‘dﬂ_ngglndang Nomor 5 SCSCOTANE. secara terfidie: dan

Z) Surat Panggilan; ;_ ﬁm 5{4 t:ﬁ;::.ng 1 b Terbuka apniila

3) Sural Perintah dﬁ;m Lt Al mendapat
Melnkukan Pemerksaany; | . puraturan Pemerintsh P:rsutuj.ua:tj

4) Berita Acara Momor 17 Tahun 2020 tertulis dan yang
Pemeriksaan; tentang Perubahan atas bersangloutan,




NO

INFORMASI

DASAR HUEUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA DITUTUP

JANGKA WAKTU

Gl

7

&)

9)

Surat Laporan Hasil
Pemeriksasn;

Sural Keterangan dari
BP4 atsu Relass;

Surat Keterangan PM 1
dari Kelurahan atau
Surat Gugatan ke
Pengadilan Agama;
Surat Permohonan ceral
via ke Wepala Perangkat
Daerah;

Buktl Pembliaan oleh
Perangkat Daergh
kepada Pegawai Negeri
Sipil;

10) Salinan Akta Nikah;
11} Salinan SK Pangkat

Terakhir;

12) Keputusan Permohonan

lein Perveratan:

13} Penyampaian keputusan

Permohonan I1zin
Perceralan;

14) Berita Acara Serah

Terima Keputusan

Permohonan lzin
Perceraian;

15} Pengantar Dari

Peraturan Pemermtah

Nomaor 11 Tehun 2017

tentang Manajemen
Pegnwal Negen Sipil.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAG! PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Perangkat Daerah vbhs
welah cerai;

18] Akta Ceral dari
Pengadilan Agamas;

17) Berita Acara Serah
Teritma Ke Pusdatin yhs
telah cerai.

0

Dalkumen Penanganan
Pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku; tordiri dari :

1) Laporan Pengadisan;

2) Informasi pelapor
pengaduan;

3) Informasi terlapor
pengaduan;

4) Bukti pengaduan;

3] Undangan Panggilan
pemeriksaan, permintaan
keterangan, darn
penyvampeaian
rekomendasi,

fi] Burat tindalk lanjut
pengacluan;

7] Berita Acara
Pemeriksaan;

8] Keputusan Pejabat yang
bersangkutan tentang
Penjatuban Sanksi Moral;

. Pasal 17 hurul b Undang-

Undang Nemor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Intormasi
Puhlik;

. Undung-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Mamoar 17 Tahun 2020
tentang Perubshan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

. Dnpat membuia

informasi pribadi
seseorang dan

. Dapat menimbulkan

penyalahgunasn dats
pribadi seseorang,

Melindungi data dan
nformasi pribadi

pegaswai.

Terbukn apebile ada
perintah penpgadilan

Jlembaga

pemerinizhan secara
tertulis




DASAR HUKUM

KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTUD
INFORMASI DIEUKA DITUTUP
dan
9) Berita Acara Penyerghan
Repulisan. .
21 | Dokumen Pengaduan a. Pasdl 17 hurufl b Undang- | a. Dapat membuka Melindung data dan e Terbuke apabila
Indisipliner Pegawal, terditl Undang Nomor 14 Tahun Arformasi pribacdi informasi pribadi ada perintah
duri: - 2008 temtang SERCOTHNE; dan pegawal. pepgadilan
1) Pengaduan indisipliner Reterbukaan Taformasi b Dapsl menimbulkan Jlembisgga
pegawai; Publik; penyalahigunaan data pemerintahan
2} Surnt Panggilan/ Surat, b:. Undang-Uncang Nomor 3 pribadi sescorang. secara tertulis; dan
Klarifikasi; Tahun 2014 tentang b. Terhuka apabila
" Aparatur Sipil Negara;
3) Tindzk lanjut pengadusn S mendapat
indisipliner pegawai, c. Peraturan Pemerintah persenijuan
4 Juwabun pengaduan Nomor 17 Tahun 2020 tertulis dari yang
indisipliner pegawai; tentang Perubahan atas bersdngkutan,
5 Berits Acara Klarifikasl/ Pergturan Pemerinah
Pemeriksaan Pengaduan Nomor 11 Tahun 2017
'Pegawai, tentang Manajomen
6] Laporan Hesil Pegawai Negeri Sipil.
Kiarifikas1/ Pemeriksaan
Pepzawmi;
7] Informasi Pengadu,
8] Informasi teradu/
pegawai; dan
9] Sural Panggilan/ Surnt
Klarifikasi. -
22 | Dukumen Pemberhentian a. Pasal 17 huruf h Undang- | a: Dapat membuka Melindungi data dan Terbuka apabila
Sementara don Pengaktifan 'Undang Nomor 14 Tahun informas: pribadi informas: pribadi mendnpat
Kembali Pegawai, terdiri dari: 2008 tentang seseoTang; dan | pegawa, perseijuan tertulis




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
1} Usulan pemberbentian Keterbukaan Informusi b. Dapat menimbulkan dari yang
sementara pegawai; Publik; penyvalahgunaan data bersangkutarn.
2] SK Pemberhentian b. Undang-Undang Nomor 5 pribadi sesecrang,
Sementars Pegawai, Tahun 2014 tentang
3) SK Pengaktifan Kembali ApaTatyr Sipil Negara;
Pagawai yang ) :
diberhentikan sementara; :”r."“”“# ,?":“"rga?n
4] Uau]nn Pﬁﬁﬂﬂkﬂrﬂj’l oIner 20N
2 tentange Perubahan atas
kembali peawai yang Peraturan Pemerintah
{_lll:lﬂrhr:ﬂﬂknﬂ Semeniarm; Nomor 11 Tahun 2017
dian tentang Manajemen
5) Berite Acara Penyerahan Peguwai Negeri Sipll.
Keputusar. —
23 | Data Klalm BPJS Casemix. Prsal 17 hurul b dan | a, Dapat memhbuks Melindungi dats dan Terbuka apabila
Undang-Unddng Nomor 14 informaésl pribadi informasi pribadi mendapat
Tauhun 2008 witang gesvorang, dan praawai. Fg_-m[ujmn tertulis
Kzterbukaan Informasi b. Dapat méhimbulkan dari yang
Publik penyalahgunaan data Nermanitntan:
pribadi sescorang.
24 | Root Cause Analysis [Laporan | a. Pasal 47 ayat (1] dan (2] a. Dapat membuka Melndungl data dan Terbuke apabila
Analisis akar masalal Undang - Undang Nomior informasi pribadi informasi pribadi mendapat
ingiden kesclamatan pasion). 29 Tehun 2004 tentary seseoman; dan prgawai. persetuizan tertulis
Praktek Kedokteran; b. Dapat menimbulkan dari vang '
b Pasal 17 huruth dan i penvalashgunasn data mmm1
Lindang - Undangan no pribadi seseorang.

L4 tahun 2008 tentang
Keterbukesn Informas

Publik; dan

¢. Pasal 44 avat (1) Undang




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
- Undang Nomar 44
Tahun 2008 tentang

N Rumah Sakit.

25 | Berita Acara Hasil Klinilk Pagal 17 hurul h Undang- &. Dapatl menimbulkan | Melindungi dati dan Terbuksa apabila
Konsultansi Pendampingan Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data | informeas: pribadi mendapat
Tugns Perangkst Daerah, 2008 tentang Keterbulman informasi pribadi peaawai. persetujuan tertulis

Informasi Publik. sesecrang; dan dari vang
b. Dapat menimbulkan : _
gugatan dari pemilik DeESAnEaen
data pribadi vang
berspnpkulsn.

26 Data Laporzn Kasus Pasnl 17 hurul a, h dan § p, Dapal mengganggu u, Melindungi prosus . Terbuks apubila
Tuntutan Pembendaharaan Undung-Undang Nomor 14 proses penegakan penegakan ada perintah
dan Tuntutan Ganti Rugi, Tahun 2008 wntang hukum; dan hukum;dan pengadilan/

Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan | b. Melindungi data dan lembaga
Puhlile penyalahgunasn dats informasi pribadi. pemeitihan
informasi prihad) secara lertulis; dan
1IN b. Terbuka apabila
mendapatl
persetijuan
| tertulis dari vang
I I— | bersanpkutan.
27 | Lokasi Rumah Aman (Rumah |a. Pasal 17 harafa dan b #. Menghambat prosen &, Melindungt proses. Sampai dengarn

Perlimdungan Korban Unclang- Undaeng Nomor penvelidikan dan penegalan adanya putusan atas
Perdngangan Munisia), 14 Tahun 2008 tentang penyidiltan suatu hukumjdan | venvidikari vang
Keterbukaan Informasi tindakan pidana; b. Melindungi data dan | gilakulenr
Publik; dan b. Dapat mengganggu informasi pribadi.
b. Pasal 3 Pérmturan proses penegakan
Lembagin Perlindungsn hukum: dan |




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Saksi dan Korban c. Dapsat menimbulkan
Republik Indonesia penyalehgungan data
Nenor 3 Tahun 2011 informusi pritadi
tentang Swandar dan SESeOrEng.
Pengelolasan Rumah Aman
Lembaga Perlindungan
- | Saksidan Korban — o

Informasi Industri dan Perdagangan

28 | Data Industri dan Data Pasal 35 Perda 4 Tahun Dapat merugikan Melindungi leawasan Terbuka apabile ada
Kawasan Inchastri, 2018 rwonmiang Perindustrian. | kepentingan perusabaan., | teritorial dan persaingan | perubahan dasar

tidak s=hat. hukum atay atau
terbukea mpidsila
mendapat perintah
tertulis dari
pengadilan/ lembaga
pemenntahan.

29 | Data laporan hasil pengujian | Pesal 17 haral b Undang- i. Dapat memmbulkan Melindungi laporan hosil | Terbuka apahila
procduk Balan dan Barang. Undang Nomor 14 Tahun potens pengujian milil mendapat
Teknik, Produk Kerajinan 2008 tentung Keterbukaan penyalahgunaan oleh | perusahann/ pelangean. | persetijuan dari vang
dan Tekstil, dan prodiik Informasi Publik pihak-pihak yang bersangkutan.
Mclm:ngj. ticdak berwenang; dan

b. Dapat menimbulkan
persaingan usaha
vang tidak sehat,

30 | Dala penilaian hasil karasi Pesal 17 hurul b Undang- a. Dapat menimbulkan | Mengamankan hidk atas | Terbuks apabila ada
terkaitl produlk Usahlia Mikro, | Undong Nomaor 14 Tahun persaingan usalin kelaynan intelektusl dan | perintah peagadilan/
Keeil dan Menengah. 2008 tentang Relerbukaan vang tdak schal; dan | menghindan persaingan | lembuge

b. Dapat mengganggu pemerintahan secara




DASAR HUKUM

KONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTUO
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informasi Publik. kepentingan usaha tidak sehar. tertulis.
perhndungan haik
ptas kekayann
imtelekiual,
31 | Laporan hasil rapst tahunan | Passl 17 hural i Undang- Dapat menimbulkan Melindungl dokumen a. Terbuka apabila
anggola Koperasi, Undang Nomor 14 Tahun potensi penyalaliguntan | vang bersifat rahasia. ada perintnh
| 2008 wntang Keterbukaan | data oleh pihak-pihak pengadilan /
Informas Pubiik, vang tidak berwenang, lembaga
pemerintahan

il

32

| Laporan Keuangan Koperasi.

pecara tertulis; dan

b. Terbuka apabila
miendapal
persetujuan dern
rapat/anggota
kaperasi yang
hadir secarn
tertulis;

Pasal 17 hurul b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaarn
Informasi Publik.

a. Dapat menimbulkan
persaingan usaha

vanyg tidak sehat; dan

b. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual.

Mengamankan halk atas
kekayaan intelekiual dan

mienghindan pétsangan
usdha tidak sehat

a. Terbuka apabila
dde perirah
pengadilan/
leitibag
pemerintahan
secira tertulis; dan

h. Terbuka pada saat

Rapat Anggota
Tahunan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
33 | Berita Acara Pemasangan Pasal 17 huruf b Undang- Dapat mengeanzgu Metindungi data dan |a 5 Tehun:; dan
dan Pembiiles Garis Undang Namar 14 Tahun kepentingan informiasi kegataan b. Terbuka apabila

Pengamanan Barang,

2008 {entang Keterbukaan
Informeasi Publik.

perlindungan  hak atas
kekavaan intelektual dan
memicu persaingan
usuha tidak sehat,

badan Usaha.

ada periritah
sengadilan/
lembags
pemerintahan

sceara tertulis,

Informasi Ketenagakerjaan

2008 wentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

informasi oleh pibak-
pihale yang tidnlk

pada pihalk-pihak vang

24 | Kasus ketenogakerjonn vang | Pasal 17 hurafl a Undang a. Melanggar asas a. Melindurng data Sampai dengan
masih dalam proses. Undang Nomor 14 Tahun praduga tak bersalah; pribadi pihak yang adanya putusan
2008 tentang Keterbukaan dan berperkara; dan pengadilin,
Informasi Publik. b, Mengeanggu proses b, Melindung alat bukn
huloam; pada leasys hiukam,
'35 | Nota Pemeriksaan VAL Pasgel 17 huwruf b Undang- Depat mengganggu Melindungi datn yang 4. Bampm dengan
berhubungan dengan Pasal | Undarig Nomor 14 Tahun perlindungan usahs dari | bersifar rahasia bagi dilaksanakannya
64, Pasal 635, dan Pasdl 66 2008 tentang Keterbukuan persaingan vang tidak perusahaan. keteniuan yang
Undang-Undaneg Nomor 13 infarmasi Publik, sehat ada dj n?tn
Tahun 2003 tentang tersebut; dnn1
Ketenagakerjaan. b. Terbuka apahbila
LRET]: ada perintah/ izin
tertulis dart
lembeaga
pengadilan /
e pemerintah.
36  Mater: Perselisthan &. Pasal 17 hurul 2 Undang- | Dapal menimbulkan Melindung identitas Sampai dengan
Hubtungan Industrial. Undang Nomor 14 Tehun | potensi penyalahgunaan | informan dan pelapor selesainys kusus.




DASAR HUKUM

EKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
b. Undang-Undang Nomor 2 | berwenang, sediang berselisih,
Tehun 2004 entang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Indystral. B
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal
a7 | Dokumen pelaksanaan a, Pasal |7 huruf h dan | Dapal mempengaruhi Meniaga objektifitas Sampol Surat
Haperjab, terdiri dari: Undang-Undang Nomaor kepuhusan vang diambil | pengambilan keputusan | Keputusarn Pelantikan
_ 14 Tahun 2008 tentarg oleh pimpinan abat | aleh pimpinan/ pejabat | ditetapkan,
1) Us':ulan dan lampiran Keterbukaan [nformesi mﬁm;-;lt_ ¥ e LL"."E.I.‘HPL g ' ’
SKPD, Publik;
4} Bural undangan Baperjub; |y, Undang-Undang Nomor 5
3} Berila Acara Baperjub; Tahun 2014 tentang
4) Nota dinas hasil laporan Aparatur Sipil Negara;
Baperjab; ¢, PP Nomor 17 Tahun 2020
5| Nota dinas permahanan tentang Perubahan atas
| melantik: _ Peraturan Pemermntah
B FDEraf_t iﬁhﬁﬂaﬂnﬂkﬂtﬂm Nemor 11 Tahun 2017
mindahan, tentang Manajermen
Fﬁmbtrh:uuqn -:la,l.a.m Pegawai Negeri Sipil; dan
Jabatan Administrasi; d. Peraturan Gubernur
7) Undangan Pelanlikan; dart | Namor 40 Tahun 2017
B} Draft SK Pemberhentian tentang Badan
pejabat Strukiural karena | portimbangan Jabatan
mengundurkan diri. | dan Kepanghatan.
38 |Dokumen pelaksansan a. Prsal 17 huruf b den | B, Dapat membuka a. Menjagn objeltifitas Terbiika apabila
Seleksi Terbuks, terdirl dari: Undang-Undang Nomor informasi peibadi pengambilan mendapat
_ ) n 14 Tahun 2008 tentang sescarang; dan keputusan; dan persetujuan tertuls
1) Benta Acara Tim Panitn Keierbukaan Informas:  |b. Dapat mengungkap  |b. Melindungi proses dori yang
Seleks Terbukn heserla Prblik: hasil evaluasi/ selelsi penyusunan bersangkutan

lampirannyva;




. _—

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2) Nilai hasil seleksi akhir; b Undang-Undang Noemor 5 terkail dengan kebijakan. (berdasarkan Pasal 18
3) Wilai hasil assessmeang; Tehun 2014 tentang kapabilitas, Aval [2] huruf a
4) Nilai hasil wawancara; Aparatur Sipil Negara; dan |  intelektualitas, dan Undang-Undang
5) HNilai hasil penulisan ¢. PP Nomor 17 Tahun 2020 rekomendasi Namor 14 Tahun
makalah; tontang Perubahan ates kemampuan 2008 tentans
6} Nilgi rekam jojak; Peratursn Pemenntah SESLOTRNE, Kioterbukean
7] Hasil tes kesehatan dan Nomor 11 Tahun 2017 Informasi Publik)
Narkoba; tentang Manajemen ’
8} Surat usulan/ laporan ke Pegawai Negeri Sipil
KASN oleh Gubernur;
) Surat rekomendasi KASN
untuk Gubernur;
10} Nota dinas laporan hasil
seleksi;
11) Draft SK Penganghkatan,
Pemindahan,
Pemberheéntian dalam
Jabatan Pimpinan Tingegl
(Madya /Pratama);
12) Surat usulan penetupan
JPT Madva 3 (tiga) besar
deri Guibernur kepada
Presiden; dan
13] Undangan Pelantikarn.
39 | Draft Surei Rekomendasi lan | Pasal 17 bocal B dan i Dapat moempengaruhi Menjaga objckiifitas & Sampai surat
Prinsip Témpal Ibadah. Undiong-Undang Nomar 14 keputusan yang dianmbil | pengambilan keputisan rckn:-némdmi
tersebut

Tahun 2008 entang
Keterbukaan Informasi

Pubilik.

oleh pimpinan/ pejabiat
erkait.

oleh pimpinan/ pejabat
terkait.

ditandatanznr dan
ditetepkan; dan
b Terbuka spabils




DASAR HUKUM

KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAHTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
mendapat
perselujuan
tertulis dan
pemohan
— ~ __ rckomendasi,
40 | Draft Surat Rekomendasi Pasal 17 huruf h dan i Dapat mempengaruhi Menjage objektifitas a. Sampal surat
hibah. Undang-Undang Nomaor 14 keputusan yang diamii]l | pengambilan kepuatusan rekomendas
Tuhtri 2008 tentang cleh pimipiman/ pejabat | oleh pimpinan/ pejabal tersehut )
Keterbukean Informasi terkail. terkait. ditandntangani dan
b. Terbuka apabila
mendapat
persetujuan
tertulis dari
pemohon
! rekomendasi
41 | Lembar Eligposisi yang | Pasal 17 huruf'i Undang- Dapat mengganggu Menjaga objektivitas Terbuka apahila ada
menurut sifat suratnva Undang Nomor 14 Taehun proses pengambilan proses pengambilan perintah pengadilan/
rahasia. 2008 tentang Keterbukasn | Keputusan terkait keputusan terkait lembaga
informasi Publik. kebijakan publik. kebijakan publik. pemenniahan secara
tertulis.
43 | Naskah dinas yang menurut | Pasal |7 huruf i Undang- Dapat mengganggu Meniaga objektivitas Terbuka apabila ada
sifatnya rahasin, Undang Nomor 14 Tahun proses perigambilan proses pengambilan perintal pengadilan/
2008 tentang Keterbukaan | keputusan terkait leeputusan terkait lembaga
Informasi Publik. kebijakon publik. lebijukan publik. pemerintahan sceara

tertulis.




DASAR HUKUM =
Yo INFOR PENGECU KONSEKUENSI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK JANGEA W
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
43 | Berita Acara Pembahasan Pasal 17 hurul i Undang- Dapat mengganggu Meniaga objektivitas Terbuka apabila ada
RAPBD. Undang Nomor 14 Tahun proses pengambilan proses pengambilan perintal pengadilan
2008 tentang Keterbukaan | keputusan terkail keputusan terkait lembaga
Informasi Publik, kebijukan publik. kehijakan publik. pemerintahan secara
tertulis,
4% | Data Buflferstock Logistik, Pasal 17 huruf 1 Uncang- Depat menimbulkan a. Melindung data dan  |a. 1 Tahun; dan
Undang Nomor 14 Tahun penyalshgunaan data informasi terkait b. Terbuka npabila
2008 tentang Keterbiilaan ketersediaan ada porintah
Informasi Publik. bufferstock; dan pengadilan/
b, Mengamankan proscs lembags
penyusunan kebiiakan | pamerintahan
secara {ertulis,
Informnsi Penegankan Hukum
45  Berkas Berita Acara Pasal 17 hurufl a Undang- Dapat menggangeu Melindungl proses Sampai dengan
Penyidikan yang dilakukan Undung Nomoer 14 Tahun proses penegalkan penegakan hukum. adanys putusan alas
aleh PPNS 2008 tentang Ketarhulksan hukum., ' penyidikan yang
Informasi Publilk. dilakukzan,
46 | Isi Laporan Dugean Pasal 17 huruf a Undang: Dapat menggangau Melindungl proses Sampa dengan
Penerimaan Gratifikas:. Undang Nomar 14 Tabun proses pencgskan penegrkaon hukum, adanyn putusan atas
2008 tenang Keterbukaan hukum. penyidikan yang
Inlormas: Publik. | dilakulan.,
47 | Isi Laporan Hasil a. Pasal |7 hurufaangka | a. Menghambal proscs Melindungl proses Sampal dengan
Pengawsasan. dan 2 Undang-Undang penyelldikan dan penegakan hukum penvelidikan hasil
Momor 14 Taliun 2008 penyvidilkan suatu pengawasan selesai,
tentang Keterbulkaan tindakarn pidana; dan
Informasi Publik; dan b. Dapat mengganggu




p—

DASAR HUKUM

KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NOD INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
. Pasal 14 Avai [4] proses pencgnkan
Peraturan Gubernur hukum.
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengadusan
o Masyarakal.

48 | Isi Laporan Pengaduan - Pagal 17 hurui a sngha 1 [a. Menghambat proses Melindungh proses Sampai dengan

Pungutan Liar. dnn 2 Undang-Undang penyelidikan dan penegakan hukum penvelidikan
Nomor 14 TahunEDDB penyidikan suatu pengadusn sclesal
tenang Keterbukaan tindakan pidana; dan
Informasi Publik; dan b. Dapat menggangzu

. Pasal 14 Ayat (4) proses penegakan
Peratumn Gubermnur hukum.
Provinsi Dacrah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengaduan
Mas=varakalt,

49  Dokumen Penjatuhan . Pasal 17 hurul h dan i a. Menghambal proses  |a, Melindungl proses a. Terbuka apabila
Hukuman Disiplin ASN, Undang-Undang Noemaor penyelidikan dan peniegakan hukum; mendapat
rerdiri dari: 14 Tahun 2008 tentang penvidikan pencgakan | dan persetqjuan

] ' Keterbukaan Informasi hukum; dan b. Melindungi rahasia tertulis dari yang

1} Surat Usulan atau Pulblik; dan b. Dapat membuka pribadi seseorang, bersanglutan dan

Penguntar dan SKPD; . Undang-Undang Nomor 5 informinas] priboadi b. Terbuks apabila

2} Sural Panggilan; Tahun 2014 tentang sesgrang. ada perintah

3) Surat Tugas Pemeriltsazan; Aparatur Sipil Negara. pengadilan/

4] Berita Acara Pemeriksaan; lernbagn

3) Laporan Hasil pemerintahan

Pemoniksaan,

secara terfulis,




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIEUKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

&) Nom Dinas Permohonan
Dispesisi Penjatuban
Hukuman Disipling

7] Nota Dinas Permohonan
Penandatanganan
Rancangan Keputusan
Gubernur tentang
Permjatuhian Huluman,
Disipling

8) Keputusan Gubernar

tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin;

9 Penvampaisn Keputusan
Grubernur kepada SKPD
lerkait; dan

10| Berita Acara Serah Terima.

iy
=

Dokumen Pengaduan
{Pelecehan Seksual), terdin
dari:

1] Laporan Pengaduan;

2] informasi pelapor
pengatiuan;

3) informasi terlapor
pengaduan;

4) Bukti pengaduan;

9} Undangan Panggilan
pemeribssan dan/
permintaan keterangan;

6) Surmt tindak [anjul

Pasal 17 hurul h dan |
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik,

. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara; dan

= Surat Edaran (rubsmior

DKI Jakaria
No.7/SE/2021 tentang
Pencegahean dan

Penangonan Tmdalkan
Pelecehan Seksual d)

a. Menghambat proses
penyelidikan dan

penyidikan penegskin

hukum; dan

b. Dapat membuka
informasi pribadi
sesarang.

a. Melindungi proses
penegakan hukum;
dan

b. Melindungi riuhasia
pribadi sestorang.

g&. Tertuka apahils
mendzapat
pérselujuan
tertulis dari vang
bersangkutan; dan

b, Terbuka apabila
ada perintah
penpadilan/
lembags
pemenntehan
secars Lertulis.




DASAR HUKUM

HKONSEKUENE]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

pengaduan; Lingkungan Kena

7] Benits Acara Pemprov DRI Jakarta.
Pemeriksaan,/ Berita
Acarn Klarifikasi; dan

#) Laporan Hasl
Permeriksaan/ Luporan
Husil Permintaan
Reterangan, _

31 | Burél panggilan Aparat | Pasal 17 hurul a Undang- i Menghantbat proses . Meliricdungt proses Sampai dengarn
Penegak Hulium dan bulkt Undarig Momor 14 Toahun penyelidikan dan penegikan adanya putusan ales
dukung yang sedang dalam 2008 rentang Keterbukaan penyidikan suatu hukum:dan penvidikan yvang
proses pencgakan hukum, Informasi Publik. tindakan piduna, b, Melindungi data dun | dilakukan.

b, Dapat menggansgu informasi pribadi.
proses pencgekan
hukuam; dan
o DRDapat menimbulkan
penyalangunaan data
Inforinasi pribadi
SESENrAng.

52 | Status hukum gedung dzn Pasal 17 huruli Undang- Dapat menimbulkan Melindungl Keamanan Terbuks apahila ada
bangunan yang masih dalam | Undang Nomor 14 Tehun penvalabgunaan datn, Data dan Informasi perintah pengadilan/
proses pengesihan dokumen, | 2008 tentang KeterSukaean Status Gedung dan lernbags

Informasi Publile, Bangunan. pemerintahan secara

tartulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

b, Pasal 30, Pasal 32 s.d, 37

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBURA DITUTUP
Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
63 | Konfligurssi jaringan Pasal 17 hurul ¢ Undang- g. Dapat membahayekan [a. Melindungi Terbuka apabila ada
telelomunikeast balailedta dan | Undang Namor 14 Tahun pertahanan dan pertabanan dean perintah/ izin tertilis
rumah dinas. 2008 Tahun Keterbukaan keamanan Negara; keamanan Negara; diari lembagn
Informasi Publik. dan dan _ pengadilan/
. Depat mengungkap b Melmdung semerintah.
rahasia strategi dan kerahasiaan badan
persandian. publik.
54 | Infragmuktur Data Center a. Pagal 17 hurifj Undang- | Dapat menimbulkan Melindung/ Terbuka apabila ada |
Undang Nomor 14 Tahun | tindakan kriminal, mengamankan perangkat | perintah/ izin termulis
2008 fntang l'{»ﬂ'-‘l“hl-lkﬂﬂﬂ perusakan, dan dan data. dari lembaga
Informasi Publik, pencurian data. pengondilon/
b, Pasal 30, Pasal 32 s.4. 37 pemorintah.
Undang-Undang Nomor
|1 Tahun 2008 tentang
Informsasi dan Transalsi
Elektronik; dan
c. Pasal 3] Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016
tenzang Perubahan atas
Undang-Undang Nomaor
11 Tahun 2008 tenlang
Trifurmasi dan Transaksi
Elektronik. -
85  Marnagement servet dan g&. Pasal 17 huruf | Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi/ Terbuka apabila ada
Operating Sygtem Undang Nemor 14 tahun | tihdakan kriminal, mmenpamatikan perangkat | perintahy izin tertulis
2008 rentang Keterbuksan | peruisakan, dan dai: data. dori lembaga
Informasi Pubiilc; pencurian data. pengadilun/




DASAR HUKUM .
NO | NGEX N KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA W
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Undang-Undang Nomor pemenniah.
L1 tahun 2008 tentang
Informas: dan Transeksi
Elektronik; dan
¢. Pasal 31 Undang-Undang
Momor 189 Tahun 2016
tentang Perubahan alas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
. Elektromik.

56 | Lokasi Data Center dan DRC. | Pasal 25 Undang-Undang Dapat menimbullkan Melindungi/ a. Selama data center
Nomor 11 Tahun 2008 tindakan kriminal, mengamankan perangkat masih digunakan;
tentang Ixformasi don perusakan, dan dan data. dan _
Transaksi Eleltronilc pencurian data. b. Terbuka apabila

ada perintak/ izin
tertitlis dan
lembaga
pengadilan/
pemerintah.

57 | Lokasi Server, FPasal 25 Undang-Undang ia. Dapat menggengu a, Melindungi hak azas |a&. Sclama server
Nomor 11 Tahun 2008 perlindungan hak atas | kekayaan intelektual; masih digunakan;
tentang mlormasi dan kekavaan intelektual; can dan
Transaksi Elektronik, dan b. Melindungt/meéngama |b. Terbuke apabily
' ' b, Dapat menimbulkan | nkan perangkal Serts adn periritahf iz

tindakan krizminal dala. tertulis dan

[perusakan dan | lembaga

pencurian data). pengadilany
pemerintah.




————— — "

s —

KONSEEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

KO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
58 | Internet Protogol / IP Address |a. Pasal 17 huruf j Undang- | Dapat menimbulkan Menjaga/melindungi hak | Terbuke apabila ada
Privete. Undang Nomor 14 Tahun | percobaan penerobosan,/ | akses. perintahy izin tertulis
2008 reatang Keterbukaan | penyalahgunaan hak dari lembaga
b. Pasal 30 Undang-Undang: pemerintah,
Nomor | Tahun 2008 '
tentang Informas den
____Tmnsaksi Elektronik.
59 | Bandwidth Management. g, Pasal 17 hurul ¢ Undang- | Dapat menimbulkan Mengatur kestabilan Terbuln apabile ada
Undang Nomor 14 Tahun | terjadinya pengeunasan bandwidth. | perintah) izin tertulis
2008 tentang Keterbulkaan | penvalahgunaan dari lembaga
Informasi Publik; dan kapasitas bandwidth di pengadilar/
bB. Pasal 30 Undang-Undang | juar ketentian. pemerintah.
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Infbymasi dan
Transaksi Elektronik.
G0 | Topolegi Jaringan Komputer | Pasal 17 hurel ¢ Undang- Dapat menimbulkan Melindungi/ Terbuka apabils ada
(LAN, WAN), Lindang Nomor 14 Tahun tindakan kriminal, mengamankan perangkat | perintah) izin ertulis
2008 tentang Keterbultaan perusakan, den dan data. dari lembaga
Informesi Publik, pencurian das. peogadilan/
pomerintan.

61 Kode Akses Elektronik Pasal 1 engke 16 Undang- Dapat menimbulkan Menjaga keamatian Kode | Terbuka apabila ada
[Password Aplikasi E-Gov Undang Nemer 19 Tahun terjadinya Akzes Elckironik. perintah/ izin tertulis
Pemprov DK] Jakarta), 2016 tentang Perubahan penyalahgunaan oleh dari lembaga

2ias Undang-Undeng Nomor: | prhak lain. pengadilan/
11 Tahun 2008 tentang pemerintal.

Informas: dan Transaks
Elektronik.




DASAR HUKUM

EONSEEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

Informasi Publik.

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTUD
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
62 | Sistem Management Databnse (a. Pasal 17 huruf ¢ dan Dapat menimbulkan Menjaga kemanan Terbuka apabila ada
(Darabase Wel Server). el | Undang-Undang terjadinya database. perintah/ zin tercualis
Momor 14 tahun 2008 penyalahgunaan oleh dari lembaga
tentang Keterbukaan pihalk lain. pengacilan/
 Informas: Publik; dan pemerintal,
b, Pasal | angka 16 Undang-
Uindang Nomaor 19 Tahun
2016 tentang Perubghan
atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahurn 2008
tenirng Infermasi dan
Transalksi Klektronik
63 | Lokasi CCTV pada area Ring | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat membahayakan Melindungt pertahanan  |a. Selams COTV
| dan obyek vital lainnya. Undang Nomor 14 Tahun pertahanan dan dan keamanan negara. masih digunakan/
2008 tentang keamanan negara. herlaku; dan
Keterbukann Informasi b. Terbuka apabila
Publik. ads perintah/ izin
rertubs dar
lembaga
pengadilan/
pemerintali,
64 | Frekuensi Radio Trunking. Fasal 17 huorul ¢ Undang- Dapat menimbulkan Meminimalisir gangeuan |a, Sclama [rekuens
Undang Nomor 14 Tahun gangzuan dan alur frelkuensi raclio dan alur radio masih
2008 wntang Keterbukaan komunikas| terputus. kamunikasi. :lﬂjl;;:ﬂm
erlaki;

b. Terbuka apabila

ada perintah) izin
tertulis dari

lembagn
pengadilan /




DASAR HUKUM

EONSEEUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup
65 | Data hasil analisa . Pasal 17 huruf b Undang- | Dapal menpungkackan | Menjamin tidak Terbuka apabila
laboratorium atgs Sampel Air Undang Nemor (4 Tahun | rahasia konsumen, terjadinys praktek mendapat
dan Udara Konsumen 2008 tentang Keterbukaan perswingan usaha tidak | persetujuan tertulis
(Pribadi/ Perusatiaan) Informasi Publik; dan sohat. dari kengumen vang
. Sertfikat Leboratorium hersangkutan

Laboratorium Lingkungan,

Linghungan Hidup Bacrah
Provinsi DKI Jaksrta No,
LP-126-1DN yang
ditetapkan tanggal 2
September 2019 dan

berlaku hingga 1

Seplember 200024

|berdasarkun Pasal 18
Ayat (2) huruf a
Undang-Undang
Nomar 14 Tabkun
2008 wntang
Keterbukaan
Indformasi Publik),




. DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
Informasi Aset
66 | Status Hukum Tanah vang  |a. Undang-Undang Nomor Dapat menimbulkan Melindungi Keamanan Terbuka apabila ada
terdiri et Nama Pemilik, 14 Tahun 2008 {entang penyalahgunaan data, Data dan Informasi perintah pengadilan/
Dasar Hulum Kepemililean, Keterbukaan Inlormas Status Tanah, lernbmgn

Lokasi, dan Luas Tanah.

Publik;

b. Pasal 34 Ayat [2)
Peratiiran Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran
Tanah; din

¢. Pasal 191 ayat [1) dan (2]
Permtaran Menlet
Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nornor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan
Peloksanuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24
Tahun 1967 tentang

| Pendaftaran Tanah,

pemerinizhan secars
tertulis.

Informasi Peta Objek Barnna

av

Pein Utilibs Prasatsna dar
Sarang Kota,

Pazil 17 harul b Undéing-
Undang Nomor 14 Tahui
2008 wentang Keterbukaan
Informasi Publik.

d. Dapat mengunpkap
roliasin perusihnan;

b, Dapat menimbulkan
persaingan bisnis
tidak sehat; dan

Melindungi date dan
infarmasi peruss hasn.

‘& 5 tahun; dan

. Terbulka apabila
ada perintali
pengadilan/

lembaga




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
c. Dapat menimbnilican pemerntaian
gugatan dari pemilik secira tertulis:
data yanz
borsanghutarn.
B8 | Peta hasil ukur dengan objelk | Pasal 17 hurui c angka 4, Diapal mengunelap Melindungi kernhawiasan . o whun,; dan
“Vital Negara'. Undang-Undang Nomor 14 | instalasi objel vieal objek vital negara. ; Terbuka apahbila
Tahun 2008 tontang TCEAara. ada perintah
Keterbukatin Informasi pengacdilan/
Publik. lembagn
pemerinizhan
secara tertulis,
62 | Peta hasil ukur untuk a. Pasal 17 humuf b Dapat merugikan Melindungl adanya 5 tzhun; dan
keperiuan rencana awal Undang-Undang Nomor ketahanan excnomi penvalahgunaan data . Terbuka apabila
penjualan/ pembelian 14 Tabun 2008 tentang nasional. pengadaan tanah. ada perintah
tanah fproperu oleh Keterbukaan Informesi pengadilany
Pemetintah. Publik; dan lembega
b. Pasal 17 hural e anglka 4 perierintalian
Undang-Undang Nomar secara teriulis,
14 Tahun 2008 lentang
Eeterbubkasn [nformasi
—— - .- — = ow Pllbiik
Informasi Intelijen dan Operasi e
70 | Dokumen d@tau informasi Pazal 17 hurul a Undang- Mengungkankan Melindungi strateg, a: 30 Tahun; dan
pemantauan situasi wilayah | Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang |b. Torbuks apabila
yang terdiri dari: 2008 tentang Keterbulaan tentang strategl, dyalankan ada perintah
1) Susunan/Nama Anggota Informast Publik 1ntE|ijE'.:::+ dan operas) pengadilun/
Tim: yang dijalnnkan lembaga




DASBAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

ND INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2} Surat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Instansi Pengirimg seCcars tertulis.
3] Laporan/Sutat
Pelaksanaan Pemantauan
Situasi Wilavah; dan
4) Naskseh/Dokumentasi
Rapat
71 | Dolkumen fInformasi Pasal 17 hurul @ Undang- Mengungkapkan Melindungi strateg, . 30 Tahun; dan
Penpnganan Konflik Sosial, Undang Nomor 14 Tahun dekumen yrng memurt intelijen dan operasi vang [b. Terbuka apabila
terdiri dari: 2008 tentang Keterbukasan | tentang strategi, dijelankan ada perintah
1) Susunan/Nama Angepta | Informasi Publik Intelijen dan operasi pergadilan/
Titn: yang dijalankan lermnbags
2] Surat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Instansi Pengirim; secara lertulis,
3) Laporan/Surat
Pelaksansan Tugas
Penanganan Konflik
Sosial; dan
4] Naskah/Dokumentasi
Rapat
|
72 | Dokumen/Informasi Pasal 17 huruf a Undang- Mengunglkaphkan | Melindungl strategi, . 30 Tahun; dan
Pemantausn Orang Asing, Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang |b. Terbuka apabila
Organisasi Masvarakat Asing | 2008 tentang Keterbukaan tentang strategi, dijalankan ada perintah
disn Tenagn Kerjn Asing, Informasi Publik Intelijen dan operasi pengandilan /
terdini darn: yany dijslankan lembaga
1) Busunan/Nama Anggota pemerintahan

Tim;

erciira tertiilie.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2) Burat Tugas/Mandat dari
Instansi Pengirim;
3) Laporan/Sturat
Pelaksanaan Tugas
Pemantauan Orang Asing,
Ormes Asing dan Tetags
herja Asing; dan
4] Naskaly/Dokumentasi
Rapat I
72 | Dokumen)/Informeasi Cipla Pasal 17 hurul & Undang- Mengungkapkan Melindungi strategi, 2. 30 Tahun; dan
Kondisi, terdiri dari: Undang Nomor 14 Taliun dokuiner yang memuat intelijery dan operasi vang |b. Terbuka apabila
1) Susunen/Nama Anggota | 2008 teatang Keterbukiaan | tentang strategi, dijalankan ada periritah
Tim: Informasi Publik Intalij::p dan aperasi peagaidilan)
2) Surat Tugas/Mandat dasi yang dialankan lerbaga
Instans Peagmrim; pemenntahan

3] Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas Cipta
Kondisl; dan

4} Naskah/Dokumentasi
Rapat

socar tertulis.

Infum Teknis Bangunan Gedung
74

MENBERNEEL Proses

Infermas) Kondisi Bangunan | Pasal 17 huruf i Undang- . Dapatl mengungksp Melindungi kerahasingn | & 5 tehun; dan
Gedung Pemerintah Daerah. | Undang Nomor 14 Tahun kondisi sarana dan proses pelaksanaan b. Terbuka apabils
2008 tentang Kelerbuksan prasarana, seria data | perawatan/ ada perintak
Informasi Publilk. detail kerusakan pemeliharaan oleh pengadilan /
gedung asel pemda pengeuna bangunan lernbogn
yang dapat gudung negars pemerintahan




DABAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Penggunaan gedung secara tertulls,
dan pelaksanaan
perawstan fpemehbar
aan gedung; dan
d, Dupat menimbulken
penyalahgunaan data
informasi objek
bangunan gédung
ﬂﬂm
75 | Dokumen Persetujtan Pasal 17 hurul h dan'i a. Dapat mengungkap Melindungi data dan a. 5 tahun;
Rencana Teknis Bongkar / Undang-Undang Nemor 14 rahasia pribadi / informasi pribadi atau b. Terbuks spabila
Demolisi bangunan. Tahun 2008 teniang  perusahaarn; perusithan, ada perintah
Keterbukann Informasi b. Dapat menimbulkan pengadilan/
Publik. penyalahginean data lembaga
informas pribadi / peierititehisn
HAEUSRIST; Gin secara teriulis; dan
¢. Dapat menimbulkan
sugatan darl pemilik ¢. Terbuka apabils
data yang mcnda;:_!at
bersangkutan, perseiyjuan
tertulis dari yang
bersangkutan.
76 | Dokumen dan kajian teknis | Pasal 17 hurui h dan | 2. Dapai mengungkap Melindungi data dan & 5 tahu;
Hasil Survel Bangunan. Undang-Undang Nomor 14 rahasia pribadi / informasi pribadi atau b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tenlang peruszhaan; perusahaan, ada perintah
Keterbukaan Informasi b. Depat menimbulkan pengadilan /
Publik proyalahgunaen dats lembags
nformai priondi / i AN
i it secara tertulis; dan

¢. Dapat menimbulkan

c. Terbuka apahila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
gugatan dar pemilik mendapat
dista yane persetujuan
bersangkuian, ternulis dari yarig
bersarghutnn.
77 | Data Teknis Bangunan Pagal 17 hural b Undang- . Mengungkap kondisi | 2. Mengamankan hak a. 5 tahun;
Gedung vang terdin dan Undang Nomor 14 Taliun sarzna dan atas kekavaan b. Terbuka epabilu
Teknis arsitektural, struktir | 2008 tentang Keterbukaan prasarana, serta dats intelektunl dan ada perintah
dan mekanikal elektrikal. Informasi Publik. detail bangunan menghindar| pengadilan/
gecung yang dapat persaingan usaha lembaga
menimbulkan ticiak sehat; dan pemerintahen
penyalatiglinaan b. Melindungi duta den secara tertulis: dan
informasi detall teknis informasi pribiadi & ‘aihiiia 3 bﬁa
bangunan gedung; - pa
. Dapet besponiesi mendapat
menimbulkan pessbiLLEn
gugatan dari pemilik tertulis dan yang
bangunan gedung; bersangkutan.
den
. Dapal mengganggsu
kepentingan
perlindungan hak
atas =ek
R R intelektual |
78 | Dokumen Hasil Kajian Pasal 17 hurufbdan i . Mengungkap kendisi | a Mengamankan hak a. 5 ishun;
Pertelsar. Undanp-Undang Nomor 14 saranas dan atas kekusyasn b. Terbuka apabils
Tahun 2008 tentang prasarane, secla date mitelektual dan ada petintzh
Keterbukaan Infornas detail bangunan menghindari pengodilan
Pablik. gecung yang dapat persaingan usaha lembaga
menimblilican tidak schat; dan pemerintahan

penyelahgunasan

b. Melindung data dan




Keterbukaan Informasi
Publike:

¢, Pasal 17 huraf i Undang

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Kewrbukaan Informasi
Publile.

o Papat mernmbulken

penyalabgunaun daa
informasi pribadi
seseoran(E; dan

. Daput mengeanggu

kepentingan
perlindungan hak

DASAR HUKUM
NO : PENGECUALIAN HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK 3 KA WA
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
informasi detail teknis informasi, pribadi secaEre tertulisg dan
bangunan gedung; . Terbnka apubila
. Dapat berpontesi mendapat
mtn.imbulka_n. ]ﬁmmjllﬂﬂ
gugatan dari pemnilik tertulis dari yang
hangunen gidung; Bersargiinin
B
- Dapat mengeangeu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekavaan
intelektual
Informasi Heuangan
79 | Dokumen SPJ Keuangan ¢. Pasal 17 hurufl b Undang- | &, Dapat menimbulkan | n. Mengamankan hak . Terbulka sampai
yang belum di audit, Undang Nomor 14 Tahun potensi atas kekayaan Audit Keuangan
2008 tentang penyalahguriaan oleh intelcktual dan Sclesal; dan
Keterbukaan Informasi pihiak-pihiek veng menghindar Terbuka apabila
Publik; tidal berwenang; persaingan usaha ada perintah
. Pasal 17 huruf b angka 3 | § panat menimbulkan tidak sehat; dan pengadilan
Undazg-Undang Nomor e 2T . Melindungi data dan '
14 Tahun 2008 tentan preRaigan Qeals informasi pribadi |cmbaga
' & vang tidak sehat; - pemerintahan

secara tertulis,




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

KO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
atas kekaynan
intelektual.

80 | Surat Penpesshan Pasal 17 hurul | Undang- Dapat menimbulkan a. Menghindari a. 10 tahun, dan
Pendapatan Belanla dan Undang Nomeor 14 Tahun penyalabgunaan data, penyalahgunaan b. Terbuka apabila
Fi:-mhié.;,ﬂsn (SP2BP) Badan 2008 tentang Keterbukaan informaesi; ada perintah
Lavanan Umum Daerah Informasi Puhlik. £ -Mmg.hfn:tari pengadilan/
[BLUD). | irohelbran dalam lembaga

pendistribusian data et Lo

dan informasi; dan
c. Menjaga kealuratan
data dan informasi

secarn tertulis.

gl | Surat Permtah Pencairan Pasal 17 huruf 1 Undang- Dapat memmbulkan a. Menghindan i. 10 tahun: dap
Dana (8P20). Undang Noemor 19 Tahun penyalahgunaan data. penyalahgunaan b. Terbuka apabila
2008 tentang Keterhukaan informasi; ada perintah
Informasi Publik. b. Menghindari pengudilan
kekeliruan dalam letnbaga
pendistribusian data Antikian
dan informesi; dan mlm tartilie
. Menjaga keskuratan i
data dan informasi
B2 | Surat Penyediaan Dana Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menimbulkan a. Menghindari &. 10 tahun,; dan
Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan dae penyalnhgunaan . Terbuka apahila
2008 tentang Keterbuknan informasi; ada perinteh
Informasi Publik b, Menghindari pengadilan /
kekelirian dalam lembaga
pendistribusian data peracrintaban

dan informas], dan
c. Menjagn kealuratan
data dan informasi

secora tertialis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PEHBECI_I&H&H ' JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
A3 | Laporan Reusngan f. Pasal 17 burufl b Undane- |&a. Dapal menimbulkan | & Mengamankan hak a. Terbuke apabila
Pemerintih Provins: DKI Undang Nomor 14 Tahun notensi ates kekayaan hasil audll sudah
Jakarta yang belum diaudit 2008 tentang ) penyalahgunaan oleh intelektual dan di tetapkarn melalui
oleh BPK. Reterbukaan Informas nilak-pihak yang menghindar Peraluran Daerah|
Publik; tdak berwenang, persaingan ussha don
b. Pasal 17 burul h angka 3 14 5200y menimbulkan ticls sehat; dan b. Terbuks apabila
Undang-Undang Nomaor el Edha b. Melindungi data dan as perintak
14 Tehun 2008 tentang prEERngn informasi pribadh pes
W : yang tidak sehat; pengadilan/
eterbukaan Informas: 2
Publik: c. Dapat menimbitlkan lembaga
penvalahgunaan data pemerintahan

e Pasal 17 harutf 1 Undang-
Undang Nomaor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbulaan Informasi
Publix

informasi pribadi
sescordng dan

d. Dapat mengganggu
kepentingan
periindungsn hak
atas kekaynan
inftelektual

B4

Rincian Perjanjian Pinjamsn
Daerah kepada Pemerintah
Pusat atau lembaga
keuangan lain.

Pasal 17 hurul i Undang-

| Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan
informasi Publiic

. Mengamanian

kerahasman dan
keamanan niormas
yang munghkin terkait
dengarn proyek atsu
kebijaian pemeriatah
daerah;

b. Dapat mempengaruhi
negosiasi dan strateg
pemerintah dalam
kesepakatan pinjaman
mendatang; dan

Mefindungi pelaksanaan

kebirakan keuangan
daerah.

secara tertulis,

la, Terbulta sampai

IMAsA PErjEnimn
pinjaman selesdi;

k. Terbuka apahila

ada perintah
pengadilan/
lembaga

pemerintahan
secarn tertulis.




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

. NO INFORMAS]T PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
| INFORMAST DIBUEA DITUTUP
: c. Dapat mempengaruhi
kesuksesan [ keberhasil
an kebijakan karena
pengunghkapan terialu
1| — diny
Informasi Proses Perizinan
83 | Dokumen persveritan | Pasal 17 hural b, hurul g, Dapat menghambat a. Menjagd objektivitas Terbuka apabila:

admiiristrasi dan teknis
perizinan/ nonperizinan.

dan hurifh Undang-Undang
Nomar 14 Tahun 2008 '
tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

proses pienerbitan izing
Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi; dan

. Dapat menimbulkean

gugatan dan pemitk
datn yang
hersangkutan.

Dokumen Persyaratan pada

Pasal 17 hurul h Undang-

——

a. Dapat menghambat

b

haeil penelitian dan
penilaian periziran;
chan

Melindung: data dan
informast pribadi.

ﬂm_ijagﬁ objektivitas

a. ada izin dari
pemohon
perizinan;

b. ada permintuan/
perinah dar
aparat penegak
hukuni; dan

¢. ada perintah/ izin
wertulis dari
lembega
pengadilan/

_pemerintah.

la. 5 tehun; dan

Dokurmen Arkip Periinat: Undang Nomer 14 Tanun proses penerbitan hasil penelitian dan b Terbuka apabile
Ruang dah bangunan yahg 2008 tentang E'ch-:r.’_lml-man izin: penilatan perizinan; ade izin dori
meliput ; Informasi Pablik, . Dapat menimbulkan dan peimohon
1) lzin Mendirikan Bangunan penyalahpunaan data | b, Melindungi data dan pesizinan;
(IMBJ; informasi pribedi; dan informasi pribadi. c. Terbula apalila
2) Sertifileat Laik Fungsi . Dapat memumbulkan ada permintaan/
(SLF); pugatan dari pemilik perintah dari
d) Kelayskan Menggunakan dars yang aparal penegak




DASAR HUKUM ;
RO INFORMASI PENGECUALIAN HONAHETEN; FRRTSANGAN DA0T FOCLIK JANGKA WARKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Bangunan (KMB}; bersangkutan, hukum; dan

4) lzin Penggunsan d. Terbuka apabila
Bangunan (IPB); ads perintah

3) Keterangan Salesai pengadilan/
Membangun (KSM); lembaga

&) Izin Pendahuluan (1P); pemerintahan

7) 1zih Pondasi, zin Pelaku socare tertulis.
Teknis Bangunan (IPTB);

8} \[zin Ferpanjangan
Penggunaan Bangunan
(IPPB].

87 | Dokumcn Persvaratan pada | Pasal 17 huruf h Undang- Dapat menghambat a. Menjaga objektivitns | o 5 tehun; dan
Dokurien Permobionan Undang Nomar 14 Tahun proses ponerbitan hasil penelitian dan b. Terbuka apabila
Legaligir/Salinan Perizinuy. 2008 tentang Keterbulkann [zn; penilaian perizinan; ada izin dari

Informasi Publik, b. Dapdt menimbulkan dan petmohon
penyalahgunaan data | b, Melindungi data dan perizinar;
informasi pribadi; den informasi pribadi. c. Terbuka apabila

¢. Dapat menimbulkan ada permintaan/
gugatan dari pemililk perintah dari
data yang gparat penegak
bersangkutan. hulkum; dan
d. Terbuka agabila
ada perinlah
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
secim lerfulis,




DASAR HUKUM

HONSBEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informasi Pelaksanansn Tupoksi Lainnys Yang Masih Dalam Proses
88 | Draft Naskah Rancangan &. Pasal 6 ayat (3) hural e Dapat menvebabkan . Menghindat Terbuka apabila
Regulasi/Kebijakar Publik Undang-Undang Nomor | pendistribusian dats dan penyalahgurnaan siudah memasuki
vang balum disghkan, 14 Tahiin 2008 tentang. | informasi yang tidak informasi, tahap Konsultasi
Keterbukaan Informasi valid atau tidak tepat » Menghindari Publik
Publik: kekeliruan dalam
pendistribusian data

89

Draft Surat Perjanjian Kerja

Suma yang masih dalam

Proses,

'b. Pasal 17 huraf i dan

Undang-Undang Nomor
14 Tehun 2006 tentang
Reterbukaan Informasi
Publik;

dan informasi; dan

. Menjags kealourstan

data dan informesi

Pasal 17 huruf { Undang-
Undang Namor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

Informeasi Publik,

Dapiat menyebabkan

pendigtribusian data dan

informasi yang tidak
valid atau tidak tepat.

. Menghindari

penvalahgunasn
informasi;

. Menghindar]

keleliruan dalam
pendistribusian data
dan miormasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan miormasi

Terbuka apabila
Sural Perjanjldn Kerjn
Sdamn selesi]
ditandezangani oleh
kedua belah pihal

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

90 | Dekumen Penawaran Teknis, | Pasal 17 huruf b Undang- a. Dapat menimbulkan - Mengamanksn hak &, 3 tzhun; dan
Undang Nomor 14 Tahun potensi ales kekayaan b, Terbuka apahila
2008 tentang Keterbukasn penyalahgunaen oleh intelelctuand dan ade perintah
Informasi Publik. pihak-pihak yang IR pengadilan/
tidak berwenang; persaingan usaha lembaga
h. Dapat menimbulkan tidak schat; dan pemerintahan

. Melindungi data dan




INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGHA WAKTU

persaingan usaha
yane tdak schat;

. Dapat menimbulkan

penvalaligunaan data
infarmasi pribadi

sesporang, dan

. Dapat mengganggu

kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelekuz]

informasi pribadi

secara tectulis.

a1

Gambar/Duesuin pada
Lampiran Kontrak.

Pasal 17 hurul b Undang-
Undang Namor 14 Tahun
2008 tenitang Keterbukaan
Informasi Publhik,

. Dapdl menimbulkun

potensi
penyalahpunaan aleh
pihak-pthak yang
tidak berwenang:

. Dapat menimbulkan

persaingan usana
yang tidak sehat) dan

. Dapat menggangou

Mengamanlkan hol sles
kekavaan mtslektual dan
mienghindari persaingan
usaha lidak sehat.

. 5'taburi, dan

. Terbulka epabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

o B

kepentingan
perlindungan hak
alas kekayaan
tnfelekiual.
92 | Dokumen Legalitas Penvoedin, | Pasal 17 haral b Undang- , Dapat menimbulkan | Mengamankan hal atas | a. 5 tahun; dan
terdiri dari: Undang Nomar 14 Tahun potens: kekayman intelektual dan | b Terbuka apabila
1) Akta Perusahaan; dan 2008 tentang Keterbukaan penvalahgunasn oleh ndan persaingan ada perintah
pihak-pihal yang usaha tidak sehat. pengadilan/




DASAR HUEUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
B INFORMASI DIBUEKA DITUTUP
2] Izin Perusahaan Informasi Publik. tidak berwenang; lembagg
b. Dapsat menimbulken pemerintahan
persaingan usaha secara tertulis,
wvang tidak sehat; dan
¢. Dapal menggangeu
kepentingan
perlindungan hek
atas kekavann
intelektual, i
33 | Informeasi yang belum Pasal 6 Ayat (3) hurul c Dapat menvebabkan a. Menghindari Tidak terbotas
dikuasai atau Undang-Undang Nomor 14 pendistribusian data den | penyalahpunaan
didoleamentisilnn. Tahiin 2008 tentang inifformasi yang tidak | informasi
Keterbukaan Informasi valid atau tidak tepat. | b Menghindari
kekelimoan dalam

Publik.

pendistribusian data
dan informass; dan
0. Menjags keakuratan

data den informesi.

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASLINFORMATIRA DAN
STATISTIK PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKDTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTAS]
PROVINSI DAERAH %HHUE IBUKOTA JAKARTA,
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